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Abstrak

Indonesia memiliki sejarah terkait tindak pidana terorisme. Tahun 2018 terjadi revisi terhadap Undang-Undang Terorisme mendefinisikan terorisme sebagai kekerasan yang dilakukan dengan sengaja karena tujuan ideologi, politik, keamanan. Terorisme. Untuk mencegah tindakan terorisme terdapat pencegahan termasuk pemetaan wilayah yang berpotensi menganut pemahaman radikal. Radikal sendiri pada konsepnya adalah sebagai berpikir yang dilakukan secara mendasar. Dasar pemidanaan menuntut peraturan harus jelas dan rinci, sedangkan istilah radikalisme disini sangat berpotensi untuk disalahgunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan istilah “radikal” dalam Pasal 43B ayat (4) UU 5/2018 dan untuk mengetahui kesesuaian istilah radikal dengan konsep negara hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data dengan metode preskriptif dengan menggunakan interpretasi subsumtif, interpretasi sistematis, interpretasi historis dan interpretasi gramatikal.  Hukum secara umum harus memuat definisi yang jelas dan menghindari multitafsir, hukum yang baik harus lugas dan eksak dengan tujuan untuk mengurangi resiko kekaburan dan kesamaran. Perkembangan di dunia modern tidak lagi merujuk menggunakan istilah radikalisme tetapi berkembang dengan menggunakan istilah ekstremisme. Penggunaan term radikal ditujukan sebagai pencegahan dengan melakukan upaya kontra radikalisasi, deradikalisasi dan pemetaan wilayah paham radikal tetapi bagaimana suatu hal ditetapkan sebagai radikal tidak tercantum secara jelas sehingga penerapan pasal tersebut dapat berpotensi untuk digunakan secara sewenang-wenang tergantung bagaimana dan siapa yang menafsirkan istilah radikal tersebut dan digunakan pada kelompok-kelompok tertentu. Tindakan pencegahan tanpa memiliki definisi yang jelas ini berpotensi untuk melanggar Hak Asasi Manusia karena setiap orang pada dasarnya bebas untuk berpikir dan meyakini apa yang dipercayanya. 
Kata Kunci: Terorisme, Radikalisme, Asas Legalitas. 

Abstract

Indonesia has a history of criminal acts of terrorism. In 2018 there was a revision of the Terrorism Law defining terrorism as violence that is carried out intentionally for ideological, political, security purposes. Terrorism. To prevent acts of terrorism, there is prevention, including mapping of areas that have the potential to adhere to a radical understanding. Radical itself in its concept is as thinking that is done fundamentally. The basis for punishment requires regulations to be clear and detailed, while the term radicalism here has the potential to be misused. This study aims to interpret the term "radical" in Article 43B paragraph (4) of Law 5/2018 and to determine the suitability of the term radical with the concept of the Indonesian rule of law. The research uses a normative juridical method using a statutory approach and a conceptual approach. Data collection techniques with literature study. Data analysis technique with the prescriptive method using subsumption interpretation, systematic interpretation, historical interpretation, and grammatical interpretation. Law, in general, must contain clear definitions and avoid multiple interpretations, good law must be straightforward and exact to reduce the risk of ambiguity and ambiguity. Developments in the modern world no longer refer to using the term radicalism but are developing using the term extremism. The use of the term radical is intended as prevention by making efforts to counter radicalization, deradicalization, and mapping the area of ​​radical understanding but how something is defined as radical is not clearly stated so that the application of the article can potentially be used arbitrarily depending on how and who interprets the term radical. and used in certain groups. This precaution without having a clear definition has the potential to violate human rights because everyone is free to think and believe what he believes.
Keywords: Terrorism, Radicalism, Principle of Legality.
PENDAHULUAN
Indonesia sebagai suatu negara pada perkembangan selama dua puluh tahun terakhir ini sedang mengalami kondisi yang semakin bergejolak dan bergerak dalam suatu kondisi yang semakin genting mengenai kondisi sosial terhadap masalah radikalisme maupun terorisme. 
Tindakan-tindakan yang meliputi pengusiran dilakukan bersamaan dengan tindakan kekerasan yang menyasar kepada berbagai kelompok minoritas, termasuk pula penangkapan, pembakaran buku, dan pelarangan kegiatan merupakan bagian dari contoh kecil dari fenomena perkembangan radikalisme yang dapat berubah menjadi tindakan terorisme(Zuhdi 2010).

Masyarakat sebagai sebuah kumpulan dari beberapa individu dalam sebuah lingkungan saling mengikatkan diri antara satu dengan yang lain. Pengikatan diri yang dilakukan antar individu tersebut didasari oleh sebuah aturan untuk mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat.

 Aturan tersebut adalah hukum. Hukum sebagai norma memiliki ciri khusus, yakni melindungi, mengatur dan memberi keseimbangan untuk menjaga kepentingan individu dalam masyarakat(Djamali 1996).


Pergaulan manusia dalam masyarakat diliputi oleh norma-norma. Bagi manusia, norma adalah petunjuk bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan(Kansil 1980). Norma dalam pergaulan hidup dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yakni: 1. Norma agama; 2. Norma kesusilaan; 3. Norma kesopanan, 4. Norma hukum(Najih 2014).

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum eropa continental. yang merupakan dampak dari penjajahan bangsa Belanda selama 350 tahun. Bangsa Belanda menganut sistem tersebut sejak kerajaan Belanda berada dibawah kekuasaan Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte dengan menerapkan Code Penal bagi seluruh wilayah jajahannya(Huda 2005).


Perkembangan zaman yang begitu pesat akan berdampak pada keilmuan dasar yang dapat membentuk pola pikir suatu individu. Pola pikir dari suatu individu tersebut dapat digolongkan dalam hal yang baik dan buruk namun tidak sedikit dari pola pikir yang buruk tersebut menjadikan suatu individu melakukan tindakan terorisme(Fuadi 2018).

Pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Kemudian disebut UU 5/2018) menyatakan:

“Terorisme adalah sebuah tindakan mengancam atau membahayakan nyawa seseorang atau orang banyak dengan menggunakan kekerasan fisik maupun psikis yang menimbulkan suasana mencekam secara luas juga menimbulkan kerusakan pada objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.
Segala macam tindakan terorisme selalu dilakukan atas dasar kesengajaan karena memiliki tujuan politis. Menurut beberapa pakar tentang terorisme, ciri-ciri dari terorisme adalah sebagai berikut(Widyaningrum 2018):
1. Kekerasan yang dilakukan berdasarkan tujuan dan motif yang dapat berupa ideologi, politik atau gangguan keamanan.
2. Terorisme dikatakan sebagai terorisme jika melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Sebuah tindakan terorisme harus bisa mempengaruhi korban langsung dan tidak langsung.

4. Terorisme dilakukan secara terencana oleh orang yang rasional, bukan dilakukan orang gila yang berpikir secara tidak rasional.

Tahun 2018 muncul UU No. 5/2018 dirasa masih banyak celah dalam menjerat dan mencegah pelaku tindak pidana terorisme. Selain itu terdapat hal yang cukup ganjil dengan adanya istilah mengenai radikal. Pasal 43B ayat (4) UU Terorisme terbaru, menyatakan sebagai berikut:

“Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme”.

Selain itu pada tahun 2018, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan nomor register No. 55/PUU-XVI/2018 mengenai uji materiil terkait penambahan frasa “terorisme bertentangan dengan Pancasila” dan penjelasan mengenai definisi radikal, yang diajukan oleh Zico Leonard Djagardo dan William Aditya Sarana yang bertindak sebagai pemohon. Objek materiil pengujian tersebut adalah Pasal 1 angka 1, pasal 43A ayat (3) huruf b, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 43G huruf a UU 15/2018.

Majelis hakim dalam putusan tersebut kemudian mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan pemberlakuan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) terhadap Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa:

“Terorisme adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan”.
Konsep terorisme setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bermakna, sebagai tindakan yang berlawanan terhadap Pancasila. Persoalan yang terjadi kemudian ketika melihat kaitan dengan konteks radikal yang lekat dengan tindakan-tindakan terorisme, sehingga ketika seseorang berpikir secara radikal, yang bila melihat dari asal kata ‘radix’, lalu seakan-akan dikaitkan atau awal dari tindakan teror. Sehingga selain istilah teror, konsep radikal disini masih terjadi kekaburan(Fanani 2002). 

Hukum pidana pada dasarnya memiliki sebuah asas yang bernama Asas Legalitas (Principle of Legality). Von Feurbach (1775-1833) menyatakan bahwa asas legalitas adalah tentang suatu perbuatan yang tidak dapat dilarang dan diancam dengan pidana bila tidak ditentukan terlebih dahulu dalam suatu perundang-undangan. Asas ini memiliki ungkapan yang terkenal dalam bahasa Latin yaitu sebagai nullum delictum, noella poena sine praevia lege peonale yang berarti “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu”(Moeljatno 2008). 

Machteld Boot dengan mengutip dari pendapat Jescheck dan Weigend merumuskan terdapat empat prinsip dalam asas legalitas(Hiariej 2009) yaitu: 

1. Prinsip nullum crimen, noella poena sine lege praevia (tidak ada perbuatan pidana tanpa ada undang-undang sebelumnya).

2. Prinsip nullum crimen, noella poena sine lege scripta (tidak ada perbuatan pidana tanpa ada undang-undang tertulisnya).

3. Prinsip nullum crimen, noella poena sine lege certa (tidak ada perbuatan pidana tanpa ada aturan undang-undang yang jelas).

4. Prinsip nullum crimen, noella poena sine lege stricta (tidak ada perbuatan pidana tanpa ada undang-undang yang ketat).

Asas legalitas merupakan alat yang banyak digunakan, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seorang terdakwa terhadap tindakan yang dilakukannya atau untuk membela kepentingan hukum bagi pelaku tindak pidana. 

Memahami makna asas legalitas adalah suatu hal yang penting supaya kita dapat menentukan makna yang sesuai dengan maksud dan disiplin ilmu hukum pidana agar kita mampu mengkaji suatu perbuatan hukum atau tindakan hukum yang dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut asas legalitas. Suatu hal yang perlu diketahui dari teori para ahli hukum pidana yaitu menyetujui bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah memiliki dasar kekuatan dari ketentuan menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu(Prasetio 2017). 


Penggunaan suatu norma dalam suatu peraturan perundang-undangan harus tercantum bila mengacu pada asas legalitas tetapi terdapat prinsip lain yang perlu dipenuhi. Terdapat beberapa prinsip yang dikemukakan oleh Montesquieu mengenai bahasa yang digunakan dalam rumusan pada suatu perundang-undangan(Arizona 2010) yaitu sebagai berikut:

1) Gaya bahasa hendaknya selain ringkas juga sederhana;

2) Istilah yang dipilih sedapat-dapatnya bersifat mutlak dan tidak relatif, dengan maksud agar meninggalkan sesedikit mungkin timbulnya perbedaan secara individual;

3) Hendaknya membatasi diri pada yang riil dan aktual, serta menghindarkan diri dari yang kiasan dan dugaan;
4) Hendaknya tidak halus sehingga memerlukan ketajaman pikiran pembacanya, karena rakyat banyak mempunyai tingkat pemahaman yang sedang-sedang saja, hendaknya tidak untuk latihan logika, melainkan untuk pikiran sederhana yang ada pada rata-rata manusia;

5) Hendaknya tidak merancukan yang pokok dengan pengecualian, atau pengubahan kecuali apabila dianggap mutlak perlu;
6) Hendaknya tidak memancing perdebatan/perbantahan; adalah berbahaya memberikan alasan-alasan yang terlalu rinci karena hal ini dapat membuka pintu pertentangan;

7) Diatas segalanya, hendaknya betul-betul dipertimbangkan apakah mengandung manfaat praktis, hendaknya tidak menggoyahkan dasar-dasar nalar dan keadilan serta kewajaran yang alami. 

Persoalan kemudian, istilah radikal yang memiliki tendensi kearah tindakan terorisme merupakan istilah yang multitafsir sehingga memiliki potensi untuk disalahgunakan atau disalahartikan. Padahal untuk menentukan status seseorang sebagai teroris harus memiliki rumusan yang jelas dan ketat sebagaimana prinsip-prinsip pidana. 


Istilah radikal yang dikaitkan dengan tindak pidana terorisme disini justru menimbulkan persoalan dimana sulitnya menemukan indikator tentang tingkat ke-radikalan seseorang, yang kemudian akan berpengaruh terhadap penilaian pemahaman seseorang. Padahal,berpikir dan berpendapat adalah hak asasi setiap orang. Sehingga, istilah radikal dan radikalisme yang dilekatkan dalam UU 5/2018 justru akan berpengaruh terhadap kriminalisasi seseorang yang dianggap “radikal”. Maka, penggunaan radikal tersebut justru akan menyebabkan penyalahgunaan hukum dan akan menjadi over criminalization. 


Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rumusan konsep “radikal” dalam Pasal 43B ayat (4) UU 5/2018 dan kesesuaian konsep radikal dengan maksud dan tujuan dari negara hukum Indonesia.
METODE

Jenis penelitian hukum ini termasuk dalam kategori  penelitian hukum normatif terhadap analisa mengenai konsep radikal yang terdapat dalam UU 5/2018. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menghasilkan pencapaian berupa persepsi yang seharusnya berdasarkan norma(Marzuki 2013). Isu hukum dalam penelitian ini adalah mencari kejelasan konsep dari istilah radikal yang masih tidak jelas(Diantha 2015). Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual . 

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan hiearkinya dalam memahami persoalan. Hal tersebut dengan cara melihat bagaimana pengaturan mengenai objek dan asas-asas yang terdapat didalamnya(Marzuki 2013), selain itu juga melihat bagaimana proses yang dibenarkan dalam peraturan tersebut dan melihat para pihak yang terlibat didalamnya. 


Pendekatan konseptual digunakan oleh peneliti untuk mengungkap teori maupun doktrin para ahli mengenai isu yang dibahas oleh penulis. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang tindak pidana terorisme, tinjauan tentang radikalisme dan tentang penemuan serta konstruksi hukum. Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau penelusuran dokumen terhadap buku-buku, jurnal, artikel maupun penelitian-penelitian yang terkait ataupun sejenis(Marzuki 2013). 


Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Sumber bahan hukum primer adalah sumber yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun putusan atau kebijakan tata usaha. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4284);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216); 
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVI/2018.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal, makalah, buku, artikel, dokumen resmi maupun penelitian sejenis. Bahan non hukum yang digunakan sebagai pelengkap yaitu  Kamus Besar Bahasa Indonesia. 


Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara studi kepustakaan terhadap sumber hukum. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara mengumpulkan regulasi-regulasi berdasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dan non-hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan pustaka pada perpustakaan maupun menggunakan publikasi daring.


Teknik analisis yang digunakan adalah dengan melakukan telaah secara mendalam dari isu hukum yang kemudian dipertemukan pada sumber bahan hukum lalu kemudian melihat hubungan-hubungan didalamnya. Setelah melakukan telaah maka kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum yang diteliti dan memberikan penilaian atau preskripsi mengenai apa yang seharusnya.

PEMBAHASAN
A. Konsep ‘Radikal’ dalam Pasal 43B ayat (4) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
Persoalan mengenai kekaburan ini merupakan masalah gradual, pengertian yang tepat merupakan pengertian yang memiliki inti konsep yang jelas dengan ruang lingkup yang dapat ditentukan secara persis. Sehingga kebalikannya bila kemudian suatu pengertian mengandung suatu kekaburan adalah pengertian yang inti konsepnya masih terjadi multitafsir atau bermakna ganda. Kekaburan juga terjadi di wilayah perbatasan antara dua konsep itu tidak jelas termasuk pula penanda dalam ciri umum dan khusus diantara dua konsep dan definisi. Dengan istilah radikal yang juga digunakan di kalangan akademik sebagai bagian dari prinsip ilmu pengetahuan maka, istilah radikal yang dikaitkan dengan tindak pidana terorisme memiliki sifat kabur dan bermakna ganda, dimana radikal bisa dimaknai secara lain. 


Hukum secara umum harus memuat definisi yang jelas dan menghindari multitafsir. Hukum yang baik harus lugas dan eksak dengan tujuan untuk mengurangi resiko kekaburan dan kesamaran. Hukum juga harus memiliki sifat objektif dan menghindari pada prasangka pribadi, selain itu hukum juga perlu memuat definisi yang rinci dan cermat mengenai objek yang diberi nama, sifat serta kategori yang menjadi objek penyelidikan dengan tujuan menghindari simpang siur(Effendy 2013). 


Bila kemudian istilah radikal dipertemukan dan diuji dengan kondisi hukum yang baik maka istilah radikal yang terdapat pada UU No. 5/2018 sebagai objek pengawasan dalam paham, deradikalisasi dan kontra radikalisasi tidak terpenuhi sehingga perlu ada perbaikan terhadap makna yang kabur termasuk pula pengenaan pada subjek, standar dan metode penentuan yang ada(Effendy 2013).

Setiap tindak teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris kemudian tidak dapat dilepaskan dari keberadaan motivasi yang menjadi latar belakang dari setiap tindakan kekerasan dan aksi teror. Motif dalam tindakan teror dapat berupa alasan politik, ideologi, ekonomi maupun kombinasi dari berbagai motif. Para pengamat melihat dalam aksi teror yang terorganisir secara umum memiliki motif politik dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan serta menggunakan kekuasaan tersebut untuk merealisasikan visi dan mengubah kondisi politik secara total(Djelantik 2010). 

Tindakan teror akan selalu terkait dengan pemikiran radikal. Pemikiran radikal adalah suatu model berpikir dengan tujuan dalam rangka perubahan sosial budaya dan politik yang drastis dengan sikap yang ekstrem. Seseorang yang berpikir secara radikal akan selalu mendasarkan diri atas tuntutan perubahan terutama mengenai dasar hukum dan bentuk pemerintahan atau dalam istilah lain dikenal sebagai “the radical is a person who favors rapid and sweepings changes in laws and methods of government”(Milla 2013).

Radikalisme menurut Endang Turmudi bukan suatu hal yang selalu buruk dengan batasan radikalisme tersebut hanya dalam wujud pemikiran. Akan tetapi pemikiran radikal tersebut juga sangat mudah berubah menjadi suatu ideologi sehingga akan mewujudkan pemikiran tersebut dalam suatu aksi(Hasan 2001). Radikalisme kemudian dapat dibagi dalam beberapa jenis yaitu radikal dalam aspek pemikiran dan perbuatan. Radikal dalam aspek berpikir secara umum terdapat pada tingkat ide, konsep, gagasan maupun wacana dan rencana. Sedangkan, radikal dalam aspek perbuatan adalah dengan menggunakan aspek fisik yang kemudian berada pada tingkat sosial, politik serta agama(Golose 2014). 

Kelompok radikal memiliki pola dengan menyasar pada kelompok usia muda karena adanya anggapan kelompok kaum muda yang belum matang dalam hal berfikir secara rasional akan lebih mudah untuk dipengaruhi. Kelompok usia muda dengan kondisi demikian memiliki resiko tinggi untuk terpapar dalam doktrin radikal, terutama terkait dalam aspek psikologis sosial. Pada masa pubertas ketika kelompok usia muda sedang mencari identitas diri dan adanya krisis psikologis seperti pencarian status akan memudahkan kelompok radikal untuk masuk dan mempengaruhi(Aji 2013). 

Diskursus mengenai tindak pidana terorisme dan radikalisme perlu diletakkan pada penjelasan mengenai platform apa yang dimaksud terorisme, apa yang dimaksud dengan radikalisme, dan bagaimana metodologi yang digunakan untuk menjelaskan setiap subjek, objek maupun model pergerakan kelompok yang bertujuan untuk menyebarkan teror dan filosofi kelompok yang dianggap radikal dan berpotensi untuk melakukan tindakan teror dengan mencari jawaban atas pertanyaan mengenai kelompok teror atau radikal mengambil jalan ‘teroris’ sebagai media perjuangan. Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut menjadi penting terutama dengan melihat klaim kelompok teroris yang mempersonifikasikan diri sebagai pihak yang berjuang untuk mewujudkan jalan alternatif atas kekecewaan mereka terhadap apa yang menjadi realitas(Hendropriyono 2009). 


Kelompok-kelompok teror seringkali identik dengan orang yang memiliki pola pikir yang ekstrem, mereka mengusung ideologi fundamentalis yang diletakkan pada identitas mereka dengan sangat kuat. Kelompok-kelompok fundamentalis atau ekstremis merupakan kelompok yang rawan dan mudah membentuk suatu argumentasi yang ekstrem sebagai jawaban atas keadaan dan kemudian membentuk ideologi yang memiliki kaitan langsung dengan teror(Aji 2013). 


Lembaga legislatif pada tahun 2018 mengeluarkan sebuah undang-undang baru mengenai terorisme yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Kemudian disebut UU 5/2018). 

Istilah radikal dalam UU 5/2018 ini menyasar pada upaya kontra radikalisasi, deradikalisasi dan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. Persoalan yang kemudian terjadi adalah bagaimana radikal dimaknai dalam UU 5/2018 ini, selain itu bagaimana standarisasi radikal dan bagaimana penetapan status radikal pada kelompok yang diidentikkan sebagai radikal. 

Penggunaan istilah radikal dalam UU 5/2018 lebih ditujukan dalam upaya untuk kontra radikalisasi, deradikalisasi dan pemetaan wilayah paham radikal yang terdapat pada Pasal 43A ayat (3) poin c, Pasal 43B ayat (4), Pasal 43C dan Pasal 43D. Tetapi batasan dalam hal definisi mengenai radikal ini tidak ditemukan dalam UU 5/2018 maupun UU 15/2003. Selain itu definisi dan makna mengenai radikal tersebut tidak pula ditemukan dalam penjelasan umum maupun penjelasan Pasal dalam lampiran UU 5/2018. Sehingga problematika yang timbul adalah bagaimana menafsirkan konteks radikal yang akan ditujukan kepada kelompok-kelompok yang dianggap berpotensi melakukan tindak pidana terorisme(Aji 2013). 


Istilah radikal dalam UU 5/2018 tersebut sebelumnya telah diuji di Mahkamah Konstitusi melalui putusan No 55/PUU-XVI/2018 yang salah satu poinnya menguji frasa ‘deradikalisasi’ dan kontra deradikalisasi’ yang dianggap telah membentuk paradigma di masyarakat dimana orang yang radikal dianggap teroris yang juga terkait dengan radikal dalam hal keimanan. Hal tersebut kemudian dianggap oleh pemohon telah menghambat dan menyebabkan kerugian konstitusional dalam upaya untuk menjalnkan ibadah secara sungguh-sungguh dan mendalam sesuai perintah agamanya. Pemohon dalam putusan tersebut menganggap Pasal 43A hingga Pasal 43D UU 5/2018 yang memuat frasa radikal, deradikalisasi, kontra deradikalisasi dan wilayah paham radikal bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan kepastian hukum dalam hal hak atas beribadah menurut agama serta kepercayaannya. 

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut: 

“Bahwa menafsirkan istilah ‘kontra radikalisasi’ dan ‘deradikalisasi’ dalam Undang-Undang a quo tidak cukup hanya dilakukan secara tekstual melainkan harus pula dilakukan secara kontekstual. Dengan mengingat judul Undang-Undang a quo, yaitu “Undang-Undang 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-UNdang No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang” maka secara kontekstual yang dimaksudkan dengan istilah ‘kontra radikalisasi’ dan ‘deradikalisasi’ dalam Undang-Undang a quo adalah kontra radikalisasi dan deradikalisasi dalam tindak pidana terorisme. Dengan demikian tanpa perlu menambahkan kata ‘teroris’ di belakang kedua istilah tersebut telah dengan sendirinya mencakup apa yang dikehendaki para  Pemohon, sehingga secara teknik perundang-undangan jika ditambahkan dengan kata ‘terorisme’ rumusan demikian justru menjadi sangat berlebihan dan overbodig.” 


Menurut pendapat penulis, walaupun dalam konteks putusan tersebut adalah terkait dengan kepastian hukum untuk melaksanakan ibadah dari pemohon. Penulis dalam hal ini tidak setuju dengan pendapat Mahkamah Konstitusi yang menganggap bahwa frasa radikal yang terdapat dalam UU 5/2018 berlaku secara otomatis dengan tindak pidana terorisme tanpa harus menambahkan istilah terorisme di belakang istilah radikal karena akan dianggap berlebihan dan overbodig. Amar Putusan No 55/PUU-XVI/2018 tersebut menolak permohonan pemohon dengan alasan tidak beralasan menurut hukum. 
Menurut pendapat penulis pula penambahan frasa tersebut seharusnya tidak bersifat berlebihan dan overbodig karena akan membuat batasan yang jelas dalam konteks apa radikal yang tertuang dalam UU 5/2018 itu dimaksud. Karena tanpa batasan yang jelas justru akan menimbulkan kerancuan. Radikal merupakan istilah yang bersisi dua karena dapat pula memiliki sisi positif dalam konteks keyakinan akan pikiran individu. 

Tidak adanya penentuan bagaimana konsep radikal itu dipandang merupakan suatu problem tersendiri. Penentuan dan kriteria suatu objek dipandang merupakan hal yang vital. Penentuan bagaimana suatu hal dipandang serta penetapan boleh tidaknya suatu hal untuk dilakukan kemudian akan melahirkan ketentuan bagaimana masyarakat dapat bertindak dalam rangka untuk mempertahankan hak-hak dan kewajibannya. Istilah dari kaidah pada dasarnya bukan hanya dimiliki hukum tetapi juga digunakan dalam bidang ilmu lain. 

Istilah radikal bila menurut UU 5/2018 maupun UU 15/2003 tidak ditemukan, maka untuk memahami apa yang dimaksud sebagai radikal akan merujuk pada kamus bahasa atau pendapat dari ahli. Bila mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah radikal memiliki arti sebagai paham atau aliran yang memiliki tujuan untuk suatu perubahan maupun pembaharuan sosial serta politik melalui beberapa cara seperti kekerasan maupun revolusi. Walaupun demikian istilah radikal ini bukan suatu hal yang final untuk menggambarkan pihak atau kelompok yang memiliki pemikiran yang monolitik. Karena dari dunia internasional istilah radikal mulai tidak digunakan dan digantikan dengan istilah ekstremisme. 
Istilah radikal secara intrinsik memiliki konsep yang ambigu karena menggunakan dasar kata dari bahasa Latin yaitu ‘radix’ atau berpikir mengakar(Widyaningrum 2018). Selain itu dalam metode berpikir filsafat akan selalu mensyaratkan berpikir yang mendalam, dalam hal tersebut tidak berarti akan merujuk pada aksi terorisme. Pasal 43B ayat (4) UU 5/2018 merujuk pada istilah wilayah paham radikal. Hal ini pun juga menjadi tidak jelas bagaimana suatu wilayah dapat berpaham radikal, karena seorang individu yang meyakini apa yang diyakini terlepas dari agama, ideologi atau pemahaman apapun seharusnya juga termasuk seorang yang radikal(Djelantik 2010). 

Terorisme pada dasarnya menggunakan kekerasan dalam tindakannya. Definisi mengenai ekstremisme dari USAID menyatakan(Mudzakkir 2018): 

“Sokongan, pelibatan diri, penyiapan atau paling tidak, dukungan terhadap kekerasan yang dimotivasi dan dibenarkan secara ideologis untuk meraih tujuan-tujuan sosial, ekonomi dan politik.”

Ekstermisme memiliki ciri umum sebagai berikut: 1) adanya pelibatan elemen non fisik melalui dukungan atau dalam bentuk advokasi, 2) agama bukan menjadi tujuan, 3) adanya kepentingan politik sebagai tujuan. Robert Pope berpendapat alih-alih menggunakan agama sebagai tujuan, ekstremisme justru lebih dominan pada tujuan kekerasan yang bersifat politis(Mudzakkir 2018). 


Penggunaan istilah radikal dan ekstremis ini seringkali digunakan secara bergantian yang justru menimbulkan ambiguitas dan kekaburan. Tetapi bila ditarik titik perbedaannya dalam konteks ilmah, orang yang berpikir ekstrem merupakan orang yang memiliki karakter supremasi yang berpikir secara tertutup. Berbeda dengan orang yang radikal yang masih berada dalam wilayah egalitarian terbuka. 
Perbedaan dalam memahami keduanya akan semakin membingungkan dan mengaburkan bila kemudian ditemukan dengan variabel kekerasan. Terdapat posisi yang dilematik bagi pemegang kebijakan dalam membuat suatu peraturan atau ketentuan terutama bagaimana merespon radikalisasi atau ekstremisme menggunakan asumsi atas conveyor belt model(Mudzakkir 2018).  

B. Kesesuaian konsep radikal dalam UU No 5 Tahun 2018 terhadap Tujuan Negara Secara Umum 
Tindak pidana terorisme dalam UU 5/2018 dianggap sebagai perbuatan yang dapat membahayakan ideologi negara sebagaimana yang dinyatakan pada pertimbangan poin a. Walaupun pemidanaan telah diatur dengan cukup baik, tetapi pihak-pihak yang diduga dan diawasi karena indikasi radikal sebagaimana tercantum dalam Pasal 43A hingga Pasal 43D masih menimbulkan persoalan karena adanya standar yang tidak jelas, tidak adanya definisi yang menentukan batas dan bagaimana radikal itu dipandang sehingga Indonesia yang menganut konsep negara hukum, dimana tujuan negara hukum adalah membatasi kekuasaan, justru dapat bergeser menjadi negara kekuasaan dengan menggunakan hukum.
Undang-undang mengenai tindak pidana teroris mengalami perubahan pada tahun 2018 setelah disahkan pada tahun 2003. Pembentukan UU 15/2003 dibuat dengan pertimbangan tindak pidana terorisme Bom Bali I yang terjadi dengan menghilangkan nyawa tanpa pandang bulu serta menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda. Selain itu pembentukan UU 15/2003 tersebut dibuat karena adanya kebutuhan yang bersifat mendesak atas tindak pidana terorisme dimana pidana mengenai hal tersebut belum diatur secara komprehensif dan memadai. 

Pada perubahan UU 5/2018 memiliki 4 (empat) poin yang menjadi pertimbangan atas perubahan. Poin pertimbangan tersebut pada poin a menyatakan sebagai berikut: 

“bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, keadaulatan negara, nilai kemanusiaan dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Lalu pada poin b menyatakan: 

“bahwa adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan/atau di luar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia.”

Pada poin c menyatakan sebagai berikut: 

“bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.”

Selanjutnya poin d menyatakan sebagai berikut: 

“bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang”. 

Bila poin pertimbangan tersebut diteliti satu persatu maka pada poin a tindak pidana terorisme memiliki dampak ke beberapa aspek yang kemudian akan berkaitan dengan karakter metode tindak pidana teror dan upaya preventifnya. Tindak pidana terorisme menjadi kejahatan yang kemudian memiliki dampak yang serius terhadap beberapa hal yaitu: 1) ideologi negara, 2) nilai kemanusiaan dan 3) aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tindak pidana terorisme menurut pola sebagai berikut: 1) kejahatan yang bersifat lintas negara, 2) terorganisasi, 3) mempunyai jaringan yang luas dan 4) memiliki tujuan tertentu. Sebagai tindak pencegahan menurut pertimbangan tersebut perlu dilakukan upaya sebagai berikut: 1) dilakukan secara khusus, 2) terencana, 3) terarah, 4) terpadu, dan 5) berkesinambungan dengan mengacu pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.


Pada poin a tersebut terdapat beberapa hal yang cukup penting untuk diperhatikan dimana salah satunya adalah tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang dianggap dapat membahayakan ideologi negara. Hal tersebut dapat dimengerti karena tindak pidana terorisme memiliki tujuan salah satunya adalah merubah sistem negara secara total bila mengacu pada pembahasan pada rumusan masalah pertama. Kemudian untuk menangani hal tersebut maka dilakukan pencegahan yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian dapat diartikan bahwa penindakan terhadap tindak pidana terorisme harus dilakukan secara terukur karena dengan mengacu pada Pasal 1 ayat  (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. 


Ide mengenai negara hukum akan selalu terkait mengenai apa yang disebut sebagai “rechtstaat” dan “the rule of law” dan kemudian akan terkait pula dengan apa yang disebut sebagai “nomocracy” yang memiliki akar kata dari “nomos” dan “kratos”. Istilah dari nomokrasi tersebut juga akan terkait dengan demokrasi. Nomokrasi dengan asal kata nomos yang bermakna sebagai norma dan kratos yang memiliki arti sebagai kekuasaan(Asshiddiqie 2006). 
Sehingga, dengan istilah nomokrasi tersebut memiliki makna sebagai penggunaan maupun penyelenggaraan kekuasaan dengan faktor penentu atau pembatas berdasarkan pada hukum atau norma. Maka, nomokrasi memiliki dasar ide mengenai kedaulatan hukum maupun prinsip hukum adalah panglima atau sebagai kekuasaan tertinggi. A.V. Dicey mengembangkan konsep yang dikenal sebagai “rule of law”. Kemudian yang dianggap sebagai pemimpin suatu negara pada dasarnya bukan orang tetapi hukum sebagai penjaga(Asshiddiqie 2006).

Arief Sidharta berpendapat mengenai ide negara hukum dengan membuat rumusan salah satunya adalah menjunjung tinggi mengenai asas kepastian hukum(Bello 2014). Negara hukum pada dasarnya memiliki tujuan dalam rangka menjaga bahwa hukum memiliki karakter yang pasti dan tidak berubah-ubah dalam masyarakat. Salah satu tujuan dari eksistensi hukum adalah untuk adanya kepastian hukum yang kemudian berakibat hukum memiliki daya prediktabilitas yang tinggi, dampaknya kemudian kepada masyarakat adalah kehidupan masyarakat yang memiliki sifat ‘predictable’ untuk menentukan kualitas suatu perbuatan. 


Kepastian hukum memiliki elemen-elemen yang perlu dipertimbangkan yaitu mengenai asas legalitas dimana setiap tindakan harus berdasarkan pada hukum. Kemudian juga adanya asas similia similibus yang dikenal sebagai equality before the law, dimana negara hukum tidak membenarkan adanya perlakuan istimewa serta diskriminasi terhadap orang maupun kelompok tertentu. Selain itu dalam negara hukum perlu adanya pengakuan, penghormatan serta perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity)(Triningsih 2009).

Pada rumusan masalah pertama telah dijelaskan bahwa istilah radikal dalam UU 5/2018 merupakan istilah yang kabur maupun terdapat makna ganda dimana istilah radikal yang menurut UU 5/2018 merujuk pada potensi tindak pidana terorisme tetapi disisi lain istilah radikal pada dasarnya merupakan istilah yang jamak pada ilmuwan-ilmuwan studi filsafat maupun studi lainnya yang menunjukkan bahwa argumen atau pemikiran yang dilakukan mengakar pada ide yang dalam dan mendasar. Orang-orang dengan pemikiran yang mendasar tersebut tidak berarti memiliki paham yang ekstrem, monolitik dan keras, justru bisa sangat berkebalikan dan menjadi orang yang egaliter dan sangat toleran. 

Pada penjelasan sebelumnya juga telah menyinggung konsep conveyor belt dimana orang yang radikal bisa jadi memiliki potensi untuk berubah menjadi ekstremis tetapi orang yang memiliki paham radikal tidak selalu ekstremis dan orang ekstremis yang berpandangan sempit dan monolitik dapat dipastikan merupakan orang yang radikal. Istilah yang masih abstrak yang digunakan dalam UU 5/2018 tersebut dengan sifat ambiguitasnya akan berpotensi untuk disalahgunakan untuk mempidanakan pihak-pihak yang memiliki pandangan politik yang berseberangan dengan pemerintahan. 

Padahal seperti sebelumnya, prinsip negara hukum salah satunya adalah perlindungan atas hak asasi manusia. Adanya pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme yang tercantum dalam Pasal 43B ayat (4) UU 5/2018 tersebut dapat berpotensi mengurangi hak asasi manusia untuk bebas berpikir dalam rangka, mendapat manfaat ilmu pengetahuan seperti yang tertuang dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut: 

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
Walaupun dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut juga memuat rumusan pada frasa “demi meningkatkan kualitas hidupnya” dan “demi kesejahteraan umat manusia” akan tetapi hal tersebut tidak termuat secara jelas dalam rumusan mengenai radikal serta deradikalisasi dalam UU 5/2018. Sehingga ada ketidaksamaan kedudukan dimana orang yang memiliki pemikiran yang radikal walaupun dia tidak ekstremis akan berpotensi untuk mendapat pengawasan dari pihak-pihak pemerintahan walaupun orang tersebut belum tentu akan melakukan tindak pidana terorisme.
PENUTUP

Simpulan

Tidak ada definisi mengenai radikal yang dapat ditemukan dalam UU 15/2003 maupun UU 5/2018 menyebabkan istilah radikal dapat ditafsirkan secara sewenang-wenang. Tindak pidana terorisme secara umum terjadi karena adanya pemikiran yang keras dan sempit dengan menolak perbedaan pendapat atau yang dikenal sebagai berpikir ekstrem. Istilah radikal secara konseptual  di kalangan akademik bermakna sebagai berpikir yang mengakar atau mendalam yang tidak selalu berarti akan melakukan tindak pidana terorisme. 

Pertimbangan dikeluarkannya UU 5/2018 adalah anggapan bahwa tindakan terorisme dianggap sebagai ancaman terhadap ideologi maupun keamanan negara. Dalam negara hukum suatu peraturan perundang-undangan dibuat dengan asas kepastian hukum dan adanya daya prediktabilitas sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas perbuatan apa yang dapat dikenakan tindakan hukum. Istilah radikal yang tidak memiliki definisi yang jelas justru berposisi tidak sesuai dengan semangat negara hukum yang salah satunya adalah melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang negara. 
Saran

Perlu adanya pengujian lebih lanjut mengenai ketepatan penggunaan istilah radikal sebagai rujukan terhadap pihak yang dianggap memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana terorisme. Sebabnya adalah istilah radikal juga merupakan istilah yang umum di kalangan akademisi dan dari perkembangan dunia internasional perlu dipertimbangkan menggunakan istilah ekstremis daripada radikal. 

Pemerintah bila kemudian tetap menggunakan istilah radikal sebagai rujukan atas pihak-pihak yang diduga akan berpotensi melakukan tindak pidana terorisme maka perlu penjabaran lebih lanjut mengenai radikal, pihak yang dianggap radikal, standar radikal dan proses bagaimana menentukan suatu pihak dikatakan radikal atau upaya deradikalisasi yang tertuang dalam peraturan pelaksana. Upaya untuk memberikan penjabaran mengenai radikal dapat dilakukan melalui revisi melalui lembaga legislatif terhadap UU 5/2018 atau melalui pengujian Mahkamah Konstitusi. 
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